BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL
SINGKIL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,
NOMOR 19 TAHUN 2000

TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ACEH SINGKIL

Menimbang : a. bahwa dengan telah diresmikannya Singkil sebagai Kabupaten Dacrah
Tingkat II maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintshan yang

berdayaguna dan bethesilguna dibidang Perkebunan, perlu menetapkan
susunan Organisas) dan Tatakege Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh

Smgkal;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan
Daersh .
~fengingat ] Undang-urdang Nomor 24 Tehun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Propinsi Acech dan Perubahen Peraturan Pembentukan Propinsi
Stanatera Utara;

~ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

3 ‘Undamgundang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat IT Aceh Singkil;

4. Undang-undang Nomor 22 Tehun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;,

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 19%4 tentang Pedoman
Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahum 1995 tentang Pedaman
Orgenisasi Dinas Daerah pada Daerah Tingkat IT Percontohan;

Dengrn Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERKFEBUNAN KABUPATEN ACEH SINGKII..



BabB !
KRETENTUAN UMUM
Pasal 1

— — = Peraturan Daerah i1 yang dimaksud dengan :

:  _vaerah adalah Kabupaten Aceh Singki

= Supeh adalah Bupati Aceh Singkil

¢ ewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
-abupaten Aceh Singkil

< rnas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Acch Singkil.

< =.epala Dinas Perkebunan adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Acch

Singkil

BAB I
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daersh ini dibentuk Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh
Singkil

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 3

(1 Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintzh Dserch dibidang,
Perkebunan;

(2) Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang ~erada dibawah
dun; bertanggung jawab kepada Bupati

Pasal 4
Dinrs Perkebunan mempunyai tugas pokok menyelenggarkan urusan numah
tes 3 Dacerah dalan bidang Perkebunan yang menjadi tanggung rawabnya dan
tw, . rembantuan yang diberikan Pemerntah dan atau Pemenrtzh Propinst

L ath Isiimewa Aceh

Pasal 5

Untuk menyelenggrakan tugas tersebwt pada Pasal 4, Dinas Perkebunan
mempunyai fimgsi

a  Melakukan pembinaan berdasarkan kebiaksamaan vamz  Zoelarkan oleh
Bupati,
Melakukan bimbingan teknis di bidang Perkebunan,
- lelaksanakan  pengawasan dan pembenan izn  dan  pembmean  wsaha

“orkebunan sesuai dengan pokok;
!, lenyelenggarakan pelaksanaaan penyuluhar,
*.ielaksanakan pengkajian penerapan tekhnologl anjuran ditingkat usaha tani;
ceisksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta
~raizuzznaan Dinas Perkebury i

=y il



g Melakukan pengawasan dan bimbingan tekmus terhadap Unit Pelaksana
Teknis Dinas.

Baglan Kedua
Susunan Organizasi
Pasal 6

(1)  Susunan organisasi Dinas Perkebunan terdiri darj

Kepala Dinas;

Sub Bagian tata Usaha;

Seksi Pengembangan;

Seksi Produksi;

Seks1 Penyuluhan;

Seksi Usaha Tani;

Seksi Perlindungan Tanaman;

Unit Pelaksana Teknis Dinas;
1 Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perkebunan adalah sebagai mana tersebut
dalam lampiran Peraturan Deersh midan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan.

‘Fm o aegs

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tgas melaksanakan urusan perencanaan,
kepegawaian, kevangan dan umum.

Pasal 8§

<. X menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7, Sub Bagian Tata Uszha

meripunyal fimgst

a .felakukan penyusunen rencana, program dan laporan serta pembinas
organisasi dan tatalaksana;
Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;

¢ Melakukan pengurusan kepegawaian, perlengkapan, surat menyurat, kerurna=
tangpaan dan umum.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dad :
a  Urusan Perencanaan:

b Urusan Kepegawaian,

¢ Urusan Keuangan,

d Tirusan Umum,



Pasal 10

(1) Jrusan Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis dan
senyajian data  statistik, penyiapan bahan -parumusan rencana dan program
penyiapan bahan laporan Dinas serta penyispan bahan pembinaan organisasi
dan tatalaksana

(2) Urusan  Kepegawaian mempunyat tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai serta tata usaha
kepegawaian

(3) Urusan  Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana
anggaran pendapatan dan belanda Dinas, pembulcuan, perhitungan anggaran
dan verifikasi serta perbendaharaan

(4} Urusan Umum mempunysi tugas melakukan  urusan kepegawaian, surat
menyurat dan kearsipan serta urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Keempat
Scksi Pengembangan
Pasal 11
Seksi Pergembiign  menpunysl tugss melaksanakan sebagian tugas Dinas
Perkebunan ditndmg pesgerm bungsn tanaman pelestarian sumber daya alam.
Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut peda pasal 11, Seksi

Pengembangan mempunyai fungsi :

3 Melaksanakan identifikasi potensi lahan dalam rangka program diversifikasi,
intensifikasi, rehabilitasi dan pertuasan/peremajaan tanaman perkebiunan;

b Melaksanakan bimbingan penyiapan den pemantapan lahan untuk tanaman
nerkebunan;

¢ ‘Jelaksanakan  perencanaan  diversifikasi, untensifikasi,  rehabilitasi,
perluasan/peremajaan tanaman perkebunan

Pasal 13

Seksi Pengerbangan terdin atas :

a. Sub Beksi Penyiapan dan Pemantapan Lahan;
b Sub Seksi Diversifikasi;

¢. Sub Seksi Perluasan dan Peremajaan;

Sub Seksi Intensifikas) dan R.ehabilitasi

i ¢

Pasal 14

(11 Sub Seksi Penyapan dan Pemantapen Lahen mempunyal  Tugas
melaksanakan  kegiatan penyiapan dan pemantapan  lahan  tanarer
perkebunan

(2} Sub Seksi Diversifikesi mempunyai tugas melaksankan pembinaar =
bimbingan tekmis kegiatan diversifikesi tanaman, beik tanaman perketunas
yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan
Sub  Seksi Perluasan dan Peremajaan mempunyai tugas melaxsanakar
tumbingan dalam rangka perlasan dan peremajaan tanaman perkeoimar,



(4) Sub Seksi Intensifikasi dan Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan teknis dalam rangka intensifikasi dan rehabilitasi tapamen
perkebunan

Bagian Kellma
Seksi Produksi
Pasal 15

Seksi Produksi mempumyai tugas meclaksanakean sebagian tuges Dinas
Perkebunan dibidang pembinaan produksi

Pasal 16

Unmk  menyelenggarakan  tugas  tersebut peada Pasal 11, Seksi Produksi

menpunyai fungsi

a. Meclaksmakan pengawasan, pengadaan, penyaluran bersh dan bahan tanaman,
pembinaar penakar benih, pemeliharaan kebun induk.

b. Melaksanakan bimbingan dan pemantauan kultur teknis budidaya tanaman
tanarnan tahiman

c. Melaksanakan penyebaran prototipe, percobean dan pengkajian penerapan
penggunazn ala dan mesin pertanian.

Pasal 17

Seksi Produksi terdin dan

a  Sub Seksi Bahan Tanaman;

b. Sub Seks: Tanaman Tahunan,
¢ Sub Seksi Tanaman Semusim;
d. Sub Seksi Alat dan Mesin

Pasal 18

(1) Sub Seksi Bahan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan bimbingan
pengadaan  benih/bzhan tanaman, pengawasan mmutu dan  sextifikas
benih/bahan tanaman serta melakukan bimbingan penangkar benih.

(2) Sub Seksi Tanaman Tshunan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan
teknis budidaya, penggunaan sarana produksi, pengolahan dan pengawasan
kesuburen dan produktifitas tansh dalam mngka meningkatkan produksi
tanaman tehunan.

(3) Sub Seksi Tanaman Semusim mempunyai tugas melaksanakan bimbingan
teknis budidaya

(4) Sub Seksi Alat dan Mesin mempunyai tuges melaksanakan penyebaran
prototipe, alat dan mesin yang telah direkomendasikan melakukan percobaan
dan pengkajian penerapannya, melskukan wentifikasi setta bmmbingan
dibidang peralatan, mesin dan sarana pengolahan



Bagian Keenam
Seksi Penyuluhan

Pasal 19
Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dines
perkebunan dibidang penyuluhan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 15, Seksi Penyuluhan
mmpunyal fungst :

a

b

oo

o

M

¢

Melaksanakan penylapan dan peleksensan program, metoda dan sistim kerja
penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekenomi,

Melaksanakan perencanasn, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan
penyuluhan perkebunan;

Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani;

Melaksanakan  perencanaan, pengadean, pengelolaan dan  bimbingan
pendayagunaan sarana penyuluhan,

Melaksanakan  perencanaan, pengadasn, pengelolaan dan  bimbingan
pengembangan materi penyuluhan,

Pasal 21

«si Penyuluhan terdiri dari :

Sub Seksi Tata Penyuluhan,
Sub Seksi Kelembagpan, Tenaga dan Sarana

Pasal 22

Sub Seksi Tata Permyuluhan mempuryai tugas memberikan pelayanan tekus
dan administrasi kepada para Pemyuluh perkebunan dalam penyusunan dan
pelaksanaan program penyuluban, penerapan metoda dan sistern kerja
penyuluhan, identifikasi fakior penentu, rekayasa sosial dan ekonomi,
pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan serta supervisi pelaksanaan
penyuluhan

Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyal tugas memyusun
rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga Penyuluh, merencanakan,
mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan
menyebarkan maten pemyuluhan serta memberikan pelayanan tekmis dan
administrasi kepeda para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan
kelembagaan Petani, penyelenggaraan kursus-kursus  tani, penggunaan
sarana penyuluhan dan perumusan serta perylapan mater: penyuluhan.

Bagian Ketujuh
Scksi Usaha Tani
Pasal 23

Seksi Usaha Tani mempunyal tugas melaksanakan sebaglan tugas Dinas
Perkebunan dibidang usaha tam



Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 19, Seksi Uszha Tani
mempunyai fungsi :

a.

Melaksanakan perencanaan, bimbingan dan pengswasan pendayagunaan
sumber daya dan sarana usaha, pembinaan kelembagean dan agrobisnis;
Melaksanakan pelayanan, perizinen dan informasi komoditi potensial;
Melaksanakan bimbingan pengawasan pengolahan dan mutu hasil serta
bimbingan pemasaran dan perryebaran informasi data/harga pasar

Pasal 25

Seks1 Usaha Tani terdin dan -

a
b
c.
d
(1
(2
3

(4)

Sub Seksi Sumber Daya;

Sub Seksi Perizinan;

Sub Seksi Bimbingan Usaha,

Sub Seksi Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 26

Sub Seksi Sumber Days mempunysi tugas melaksanakan bimbingan dan
pengawasan pemanfaatan sumber days yang dikaitkan dengan analisis
dampak lingkungan

Sub Seksi Perizinan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan,
pembimbingan dan pengawasan dibidang perkebunan sesuai  dengan
ketentuen peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sub Seksi Bimbingan Usahs mempunyai tugas melaksanakan bimbingan
dibidang kelembagaan dan agrobisnis serta pemyebaran  informasi
manajemen usaha perkebunan.

Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyei tuges melaksanakan
bimbingan dan peleksanean peneraspan teknologi pengolahan  hasil,
pengumpulan dan penyampaian informasi biaye produksi, informasi
pemasaran hasil perkebunan dan standarisasi mutu hasil perkebunan

Bagian Kedelapan
Seksl Perlindungan Tanaman
Pasal 27

Seksi Perlindungan Tanamen mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Dinas Perkebunan dalam bidang perlindungan tanaman perkebunan.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tuges tersebut pada pasal 27, Seksi Perlindungan Tanaman
mempurtyai tugas

a

b.

Melaksanakan bimbingan dan pengawasan penggunaan penyuluhan dan
Melaksanakan pengamatan, peramalan, pengendalian dan  sindikasi
organisme pengganggu tanamen,



L¢3

Melaksanakan pengnjian pestisida dan resedu pestisida yang terkandung
dalam tanaman, tanah dan air seata pemanfaatan lahan dalam rangka
konservasi,

Pasal 29

34351 Perlindungan Tanaman terdiri dari :

a

I

¢
d

(1
(2)
(3)

4

(13
(2

Sub Seksi Sarana Perlindungan Tanaman,

Sub Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman;
Sub Scksi pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;

Sub Seksi Konservasi Tanah dan Air.

Pasal 30

Sub Seksi Sarapa Perlindungen Tanaman mempunyai tugas melaksanakan
pembmean dan bimbingan penggunaan behan dan peralatan perlindungen
tanaman.

Sub Seksi Pengamaten dan Peramalan Organisme Pengpangpu Tanaman
mempunyai tugas melaksanakan pembinasn dan bimbingan dalam kegiatan
pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tanaman perkebunan

Sub Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman mempunyat
tugas melaksanaken pembinaan, pengawasan pengendalian organisme
pengganggu tanaman perkebunan.

Sub Seksi Konservesi Tanah dan Air mempunyai tugas membuat pedoman
petunjuk operasional dan memberikan bimbingan perlindungan tanaman
yang dikajtkan dengan kelestarian tanah dan air.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 31

Unit Pelaksana Teknis Dinas meppmyai kecdudakian sebagm  unsur
pelaksana teknis operasional Dinas Perkebxmnan

Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh secrang Kepala yang bemda
dibawah den bertangpimg jawab kepada Kepals Dinas Perketunan

Pasal 32

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dmas harys dmaungomkan, yka memenidu
kriteria yang ditetapkan dan ketentuan yang beriaka

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 33

~elompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Perkcbunan, mempumya
wgas melakukan kegiatan tekmis perkebunan dibidang keahbian masmg-
asiyg;

Nelampok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), dipimpin
>2h seorang Tenags Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang:



berada dihawah dan bertanggung jawsb kepeds Kepala Dinas dan atau
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinss yang bersangkutan

Pasal 34

(13 Kelompok Jabatan Fungsional . pat dibagi kedalam Sub-sub Kelompok
sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang
Tenaga Fungsional Senior.

() Jumlah Tenaga Fungsional dite. ukan berdasarkan sifat, jemis dan beban
kerja

(3) Pembinaan terhadap Tenage Fu-agsional dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlalai

BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 35

(1) Kepala Dinas Perkebunan diang!at dan diberhentikan oleh Bupat: selelah
mendapat persetujuan dan Gubermur Propinsi Daerah Isumewa Aceh,
dengan mendapat pertimbangan Kepala Kantor Wilayash Departemen
Kehutanan dan Perkebunen.

(Z) Kepala Unit Pelaksana Tekiis Dinas Perkebunan diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati, atas usul Kepala Dinas Perkebunan

BAB VI
TATAKERJA
Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perkebunan, Unit Pelaksana Teknis Dinas,
Xelampok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
«mkionisasi baik dalem lingkungar, masing-masing maupun antar Satuan
_ canisasi sesual dengan tugas masing-masug,

Pasal 37

(i) Kepala Dinas Pearkebunan melaksanakan tugas perumusan bahan rencana dan
program, peryiapan behan-bshan laporan Dinas serta pembinaan organisasi
dan tatalaksana

(2) Kepala Dinas Perkebunan diwajibkan memberiken petunjuk, membina,
membimbing dan mengawasi . kerjaan Unsur-unsur Pembantu dan
Pelaksana, yang berada dalam lingkungan Dinas-nya

Pasal 38
Tntuk melaksanakan tugas-tugas telu: operasional Dinas Perkebunan Propinsi

ivacrah Istimewa Aceh di Daerah, <vat diserahkan kepads Dinas Perkebunan
Lerdasarkan azaz tugas pembantuan.



Pasal 39

Pejabat-pejabat yang memimpin Satuan Organisasi Ketatausshaan pada Dinas
Perkebunan, merupakan Sekretans dani Unit Kerja yang bersangkutan.

BAB VIII
KETENTUAN PE. TUP
Pasal 40

tbahan Susunan Organisasi dun  otgkerja Dinas Perkebunan berdasa.rk;\n
Po wran ini, dilakukan dalam waktu . ‘Jambat-lambatrya 1 (sats) tahun setelah
ditetapkannya Peraturan ini
Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, aken diatur dalam Keputusan
tersendin,

Pasal 42
i iaturan Daerah ini mulsi berlaku sej : tangpal diundangken Agar setiap orang

ngetahuinya, memezintahkan peng: {angan Peraturan Daerah ini dengan
.cmpatarnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di : Singlil
pada tanggal : 21 Juni 2000

BUPATI ACEH SINGKIL,

Cap/D.to

. MAKMUR SYAHPUTRA, SH.

.iundangkan Dalam Lembaran Daerah Ksbupaten Aceh Singkil
Nomeor 24 Seri D Nomar 11 Tahun 2000
Pada Tanggal 21 Funi <000.
| L BUPATEACEH SINGET
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